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PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 40 TAHUN 2003
TENTANC PENUNJUKAN LURAH DESA/KEPALA KELURAHAN SE KABUPATEN
MAGrrAN SEBAGAIPEMBAW BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

(PBKPI DAN PE「UGAS PUNGtt PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa sehubungan Keputusan Bupati Magetan Nomor 4O

Tahun 2OO3 Tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala
Kelurahan Se I(abupa.ten Magetan Sebagai Pembantu
Bendaharawan Khusus Penerima (PBI(P) Dan Petugas
Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pendapatan Asli
Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang banr, maka perlu mencabut
Kepuhrsan Bupa.ti dimaksud dengan Peraturan Bupati dan
selanjutnya dilakut<an penetapan dengan Keputusan
Bupati;
bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor 4O Tahun
2OO3 Tentang Penunjukan Lurah Desa/Kepala Kelurahan
Se l(abupaten Magetan Sebagai Pembantu Bendaharawan
Khusus Fenerima (PBKD Dan Petugas Pungut Pqiak Bumi
Dan Bangunan Dan Pendapatan Asli Daerah;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

b.

Mengingat: 1.



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor
129, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa lrali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SO49);

5. Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambahqn Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OO5 tentang Desa
(kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 15g, Tambahan
Irmbaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang
Kelurahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 159, Tambahan Iernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang Jenis
Pqjak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
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Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor
153, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

10. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa lcali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol1 Nomor 31O);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah l(abupa.ten Magetan Nomor S Tahun
2OO6 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah l(abupaten Magetan
Tahun 2OO6 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah l(abuphten Magetan Nomor 6 Tahun
2OO8 tentang Organisasi Dan Tata Keda Kecamatan Dan
Kelurahan Desa (kmbaran Daerah Kabupa.ten Magetan
Tahun 2O08 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah l(abupaten Magetan Nomor g Tahun
2OO8 tentang Fokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupa.ten Magetan Tahun 2OOg Nomor
8);

15. Peraturan Daerah l(abupaten Magetan Nomor g Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2O11 Nomor 14, Tambahan l-cmbaran
Daerah l(abupaten Magetan Nomor 1l );

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2Ol3 tentang
Tatacara Pembayaran, Angsuran, Penundaan pembayaran

dan Fengembalian Kelebihan Pembayaran pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan @erita Daerah
I(abupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABЩ AN KEPUTUSAN
BUPATI MAGrrAN NOMOR 40 TAHUN 2003 π MANG
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PENUNJUKAN LURAH DESA/KEPALA KELURAHAN SE
KABUPATEN    MAGrrAN    sEBACAI    PEMBAШ
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA(PBKPI DAN PCrUGAS
PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENDAPATAN
ASH DAERAH.

Pasal 1

Keputusan tsupati Magetan Nomor 40 Tahun 2OO3 Tentang
Penunjukan Lurah Desa/Kepa1a Kelurahan Se Kabupaten
Magetan Sebagai Pembantu Bendaharawan Khusus penerima
(PBKP) Dan Petugas Pungut pajak Bumi Dan Bangunan Dan
Pendapatan Asli Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
padatanggal 15 ApriJ. 2014

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 15 April 2014

Plt.SEKRETARIS

MANTRI

BERITA DAERAH
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